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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan yang lebih 

efektif, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat 

Jenderal dalam menyelenggarakan pengawasan di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Assi Manusia, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pengawasan di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a  perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 

tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

24 Tahun 2018; 

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 

2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku 

Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengendalian Intern adalah segala upaya yang dilakukan 

dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh 

kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara 

efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya 

dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat 

dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya 

segala ketentuan yang berlaku. 

2. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh Pegawai untuk 

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang 

undangan. 

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

4. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pedoman sikap, 

perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Pegawai dalam 
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melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-

hari. 

5. Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh 

Pegawai atau masyarakat terkait adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Pegawai, pelanggaran disiplin 

Pegawai, dan dugaan Tindak Pidana di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

6. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. 

7. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas 

kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 

tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

8. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan dan prosedur untuk memasatikan bahwa 

tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara 

efektif. 

9. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

10. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau 

informasi dengan menggunakan simbol atau lambang 

tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk mendapatkan umpan balik. 

11. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian 

atau mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses 

yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan 

evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. 

12. Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi terhadap 

kepemimpinan yang terkait dengan manajerial dan teknis 

terhadap Pejabat Struktural Eselon II ke bawah di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 
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13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan 

profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai 

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, 

dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

14. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan 

hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana 

atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan  atau 

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu 

program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

17. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang 

dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan 

dan audit kinerja. 

18. Auditi adalah orang/satuan kerja atau kegiatan, 

program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai 

obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP. 

19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 

BAB II 

TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK PENGAWASAN 

 

Bagian Kesatu 

Tujuan Pengawasan 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan pengawasan bertujuan untuk: 

a. memberikan peringatan dini terjadinya praktek yang 

tidak sehat, kekeliruan, kelemahan sistem administrasi, 
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